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PERMENDAG NO.36, BN 2022/NO. 543, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22
TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG
PERDAGANGAN

ABSTRAK - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 29
Tahun 2021, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 298 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737)

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi
Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264)

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 3 Juni 2022



